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Tesisini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya
dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesisini dibahas mengenai keabsahan dan
otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh
Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesisini adalah penelitian hukum
dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil
yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus
mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta.
Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabilatidak dilakukannya pembacaan terhadap
akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami
degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti
posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna
menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang
menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanks yang
diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.
<hr>The background of the thesisis the case of legal violations committed by Notary against his deed and
caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of
Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read
out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form,
and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the
Notary's deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of
material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of
2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing
of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed
was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as
privately made deed. The legal conseguences of the non presented and read out deed will cause a deed to be
degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed’s position is lower in strength
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as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as
privately made deed and may have alegal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and
read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to
Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e
indemnity.



